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1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 dimana negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan,
dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian(Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945). Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga
negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di
samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala
bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Manusia di alam semesta ini
diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yaitu laki-
laki dan perempuan. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang
harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan. Rumah tangga adalah sebuah susunan atau
jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang
ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) meliputi (Pasal 2 ayat 1): a. Suami, isteri, dan anak
(termasuk anak angkat dan anak tiri), b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
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orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
(Pekerja Rumah Tangga)( Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Lembaran Negara R..I. Pasal 2).

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2004 pemertintah
Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga. Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi
warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dikemukakan antara lain :

“Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapus”.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum Undang-Undang ini di
kemukakan : “untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah
tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan
pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan
bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”( Jan
Remmelink;2003).

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan hidden crime (kejahatan yang
tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut
dari pandangan public (Moerti Hadiati Soeroso:2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat
menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban
kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal
ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya
memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status
sosial dalam keluarga.

Walaupun dalam keyataannya masih ada kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang sering
terjadi dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini
dibuktikan dengan data yang di peroleh dari pihak kepolisian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Kuantan Tengah
(2018-2020)

No Kasus Tahun Tersangka
1 1 2018 1
1 2019 1
3 2 2020 2
Jumlah 4

Sumber :Bagian Unit Reserse Kriminal, Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, Tahun 2018-2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 teleh terjadi 2 kasus tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga dikabupaten Kuantan singingi,dimana salah satunya terjadi pada hari
senin tanggal 12 Agustus 2020 sekiranya pukul 10.30 Wib yang mana pada saat itu korban insial E (istri)
telah mengambil uang yang dititipkan oleh tersangka inisial F (suami) kepada sdri yani sebesar
Rp.1.500.000,-,. Setelah uang itu diambil korban lalu tesangka menunggu korban dirumah. Tidak lama
kemudian korban pulang,pada saat di dalam rumah tersangka bertanya kepada korban, mana uang
yang telah diambil tersebut, dan korban mengatakan bahwa uang tersebut telah habis untuk keperluan
keluarga. Setelah itu tersangka meminta sisa uang tersebut untuk membeli komponen televise, dan
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korban tidak menyerahkannya,lalu tersangka membujuk korban agar menyerahkan uang tersebut
tetapi korban tidak menyerahkannya. Lalu tersangka marah kepada korban dan mengeluarkan kata-
kata kotor kepada korban yang inti dari perkataan tersebut yaitu perempuan lonte,perempuan tidak
tau diuntung dan perempuan pantek. Selenjutnya tersangka menggeledah isi rumah guna mencari
uang tersebut tetapi tidak berhasil saya jumpai. Pada saat itu korban mengatakan yang intinya “kalua
hanya dikata-katain dan dipukul bisa korban maafkan,bang, tapi kalau sudah di khianati saya tidak
bisa”. Mendengar perkataan korban membuat tersangka marah dan melakukan kekerasan fisik dengan
cara pada saat korban duduk dikursi dari arah depan tersangka mencekik leher korban menggunakan
tangan kiri dan kedua kaki korban tersangka tindih dengan kaki kanan tersangka. Dari kasus diatas
tersangka dikenakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian
berupa studi studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai
proses bekerja hukum didalam masyarakat. Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi
penelitian yaitu di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah sebagai tempat penelitian. Kepala Kepolisian
Sektor (Kapolsek) Kuantan Tengah,Kepala Unit Reserse Kriminal ( Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor
Kuantan Tengah ,Penyidik Bagian Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kuantan Tengah

Metode atau teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Wawancara adalah teknik
pengumpulan data dengan cara mewawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya
dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Studi Pustaka adalah teknik
pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang
diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian(Abdurrahman Maman dan Muhidin
Sambas Ali;2011).

Data-data yang diperoleh akan disusun secara deskritif, kemudian peneliti akan menganalisa
secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data
yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak
dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus
statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Kuantan Tengah adalah salah satu kecamatan yang cukup banyak penduduknya yang
termasuk kedalam wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Tengah. Dalam menjalankan segala
aktifitasnya, terkadang masyarakat di wilayah hukum kepolisian sektor Kuantan Tengah sering
menjumpai beberapa gejala sosial yang berdampak pada terjadinya tindakan kriminal, diantaranya
adalah kejahatan dalam rumah tangga. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah
satu problem masyarakat yang mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat di
wilayah hukum kepolisian Sektor Kuantan Tengah.

Dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Kuantan Tengah, penulis mendapatkan data
mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polsek
Kuantan Tengah tahun 2019-2021. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga meningkat, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Febri Mambela, Shilvirichiyanti, Aprinelita / Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum
Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi



Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,Vol. 4, 2 (Desember, 2022): 691-698 694 of 698

Tabel I11.1
Bentuk Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor
Kuantan Tengah Dari Tahun 2018 - 2020

Tahun Bentuk Kekerasan dalam rumah tangga Jumlah
Fisik Psikis Kasus

2018 1 - 1

2019 1 - 1

2020 2 - 2

Jumlah 4 4

Sumber: Kepolisian Sektor kuantan Tengah, Tahun 2018-2020

Tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup
rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan Fisik
Menurut Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

dimaksud tindak pidana kekerasan fisik, yaitu:

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat
jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6
yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Pengertian tersebut serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum
dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik
dalam Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam
Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi
deliknya yakni “penganiayaan”.( Guse Prayudi;2001). Selain daripada itu “kekerasan fisik” dalam UU
PKDRT berlaku bagi lingkup rumah tangga sedangkan “penganiyaan” berlaku secara umum atau
disebut dengan delik umum.

2. Kekerasan Psikis
Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak

ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya, yakni kekerasan fisik
(penganiayaan), kekerasan seksual (kesusilaan) serta penelantaran rumah tangga (penelantaran orang
yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan)

3. Kekerasan Seksual
Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari perkawinan.

Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual.
Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga.( Fathul Djannah
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dkk:2003). Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan.
Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan
istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang
dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

4. Penelantaran Rumah Tangga
Menurut Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

dimaksud tindak pidana penelantaran rumah tangga, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1);

b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Terdapat dua macam bentuk penelantaran rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 9, meliputi:

a. setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut
hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah
kendali orang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Liston Sihombing selaku Kanit Reskrim
kepolisian sektor Kuantan Tengah, beliau mengatakan ada bahwa beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan
Tengah yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Sosial (Minuman Keras (Miras),Berjudi,Narkoba dan Orang
Ketiga).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kuantan Tengah Bapak Ipda
Liston Sihombing,SH.,MH terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian
Sektor Kuantan Tengah terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti preventif
maupun represif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di
wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah melakukan tindakan Preventif yaitu
mengupayakan perdamaian atau mediasi kepada para pihak dengan cara memberi masukan-masukan
dan solusi kepada pihak yang bermasalah dan mensosialisasikan undang-undang nomor 23 tahun 2004
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan Represif seperti Penyelidikan,
Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas perkara.
Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di
Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah yaitu Faktor Peraturan Perundang-undangan,
Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana.

Menurut Zastrow & Browker (1984), terdapat 3 teori yang pada umumnya dapat menyebabkan
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, teori Biologis, yang menyatakan bahwa tidak
hanya hewan, tetapi juga manusia sudah memiliki sifat agresif pada diri masing-masing sejak lahir.
Sigmund Freud menyatakan bahwa setiap manusia memiliki keinginan akan kematian yang
mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain
ataupun dirinya sendiri. Konrad Lorenz juga menegaskan bahwa sifat agresif dan kekerasan adalah 2
hal sangat berguna untuk survive. Manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk
mati satu demi satu. Agresif pada hakekatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan,
dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok.

Kedua, teori frustasi-agresi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustasi cenderung
dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya. Contoh sederhananya adalah,
ketika istri yang sedang frustasi dengan masalah ekonomi dan masalah rumah tangga lainnya,
melampiaskan kekesalannya dengan memukul suami dan anak-anaknya di rumahatau dengan
mencoba memberikan tekanan yang dapat menurunkan kemampuan mental atau otak suami dengan
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mencaci-makinya hanya karena melampiaskan perasaanya. Ketiga, adalah teori kontrol, yaitu ketika
seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang tidak dalam hubungan yang baik dengan dirinya
atau membenci orang tersebut, mereka cenderung tidak bisa mengontrol diri dengan baik dan
melampiaskan kekesalannya dengan melakukan kekerasan (Zastrow, Charles & Bowker, 1984)

Joseph Raz dalam bukunya The Concept of a Legal System, telah mengemukakan bahwa ciri khas
hukum yang paling utama, mendasar serta yang paling penting adalah hukum itu bersifat memaksa,
normatif, dan terlembaga (Martha, 2012b). Meskipun identitas hukum tersebut bersifat memaksa,
normatif dan terlembaga, tetapi secara eksistensinya keberadaan sistem hukum tetap harus
memperhatikan suatu kenyataan yang pada umumnya dapat timbul dalam masyarakat. Pada
akhirnya, suatu sistem hukum yang sudah terikat akan menimbulkan perbedaanperbedaan bagi
mereka yang wajib menerapkan hukum secara langsung. Faktanya, dalam pelaksanaanya terkadang
terbentur antara kepentingan moral dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Joseph Raz, kriteria suatu dasar sistem hukum itu dapat ditentukan oleh kenyataan sosial
yang berada dalam masyarakat. Menurutnya, permasalahan KDRT disini bukan hanya memperbaiki
keadaan normatif yang terdapat dalam peraturan, namun juga sistem hukum yang akan memperbaiki
kenyataan sosial dengan alasan praktis dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan implementasi
sebenarnya telah dimulai sejak suatu peraturan hukum diciptakan atau dibuat. Perumusan pemikiran
yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut
dijalankan. Dalam penegakan hukum manusia akan selalu dilibatkan dan dengan demikian akan
melibatkan juga tingkah laku manusia tersebut. Hukum tidak akan tegak dengan sendirinya, hal ini
berarti bahwa hukum tidak mampu untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
hukum tersebut. Ketentuanketentuan tersebut misalnya seperti memberikan hak kepada seseorang,
memberikan perlindungan kepada seseorang, dan memberikan pidana terhadap seseorang yang
memenuhi persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaanya proses penegakkan hukum ditentukan oleh
pejabat hukum (aparat penegak hukum) (Sajipto, 1988).

Mengenai implementasi, setelah berlakunya Undang-Undang Penghapusan KDRT ini, adanya
itikad baik dari aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Penghapusan
KDRT. Namun dalam pelaksanaanya ada beberapa perbedaan pemahaman yang justru menjadi
kelemahan terhadap substansi yang ada di UndangUndang Penghapusan KDRT. Perbedaan
pemahaman tersebut terjadi dalam hal bentuk kekerasan, cakupan rumah tangga, kualifikasi dan peran
pendampingan korban. Pada kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam kasus ini, menunjukkan adanya
kendala pada pembuktian yang masih membutuhkan visum et repertum yang membutuhkan waktu
yang cukup lama. Walaupun telah terdapat ketentuan dalam pasal 50 mengenai satu saksi telah cukup,
namun biasanya aparat penegak hukum membutuhkan keterangan tambahan untuk menguatkan
pembuktian.

Dalam alinea pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan
bahwa “Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram, dan
damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga”(Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga., 2004), berdasarkan alinea tersebut diperlukan adanya langkah-langkah yang lebih
baik dalam upaya pencegahan yang bersifat represif yang berupa kebijakan-kebijakan dalam
operasionalnya. Karena kenyataanya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pengaplikasian
yang sesuai dengan implikasinya dalam kehidupan masyarakat. Penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga mempunyai kewajiban
untuk melindungi si korban, hal ini sesuai dengan substansi yang terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam proses pelaksanaan penanganan kasus, belum adanya perintah perlindungan oleh
pengadilan atau penyidik yang tentunya hal ini sangat dibutuhkan untuk korban, permasalahan ini
membuktikan bahwa implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih belum
berjalan dengan baik. Mengenai kekerasan psikis yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004. Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan sanksi pidana
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untuk kekerasan dalam rumah tangga berupa penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta
rupiah, hal ini perlu dikaji lagi. Jika dalam kekerasan psikis ini mengakibatkan si korban tidak dapat
bertindak serta tidak dapat melakukan aktivitas atau penderitaan psikis berat lainnya pada korban,
maka bagi si pelaku dikenakan sanksi pidana dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 yaitu pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda sembilan juta rupiah, yang mana
pembayaran denda ini bukan kepada si korban melainkan kepada negara. Hal ini tentu menjadi
permasalahan karena korban membutuhkan biaya atas perawatan dan pengobatan, sedangkan psikis
korban sedang dalam keadaan yang buruk sehingga hilangnya kemampuan untuk bekerja, lalu siapa
yang akan membayar perawatan dan pengobatan tersebut. Tentu seharusnya dilakukan pertimbangan
lebih lanjut mengingat tujuan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk
memberikan perlindungan kepada si korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
(Fransisca dkk, 2020)

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai hak korban ditegaskan bahwa
korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus. Namun
dalam pelaksanaannya hak-hak ini masih terkadang belum didapatkan korban, karena mengenai hak-
hak korban tentu harus ada pihak lain yang bertugas untuk memenuhi hak tersebut dan dalam
pelaksanaannya pihak yang bertugas untuk memenuhi hak-hak korban masih kurang tegas untuk
memenuhi hak tesebut. Jika isi dalam pasal ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak korban, dalam
rumusannya ditegaskan bahwa “berhak” mendapatkan, hal ini bermakna relatif seharusnya lebih di
tegaskan dengan rumusan “wajib” memberikan, tentunnya kewajiban ini dilakukan oleh para aparat
penegak hukum. Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, kurangnya
kesadaran korban untuk melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang juga memicu kasus KDRT
yang terjadi susah untuk dihentikan. Hal ini sering dikaitkan dengan psikis seorang lelaki dimana
cukup sulit untuk membayangkan seorang lelaki yang kuat harus dikalahkan dengan seorang wanita
yang lemah, hal ini kemudian berujung banyak korban KDRT terhadap lelaki yang tidak terungkap ke
permukaan, yang disebabkan rasa gengsi, malu, sering tidak dipercayai atas kasus yang menimpa
dirinya (Widiyarti, 2017)

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum
Kepolisian Sektor Kuantan Tengah melakukan tindakan Preventif dan Represif. Faktor Penghambat
Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Faktor Peraturan
Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasaran
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